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BUPATI  BARITO  KUALA
PROVINSI  KALIMANTAN  SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/277/KUM 2016

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KERJA
PENYEDIAAN DATA UNTUK PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI AKSES DATA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA OLEH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2016

BUPATI BARITO KUALA,

[bookmark: _GoBack]Menimbang	:	a.	bahwa sesuai dengan Keputusan Bersama Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan dengan Bupati Barito Kuala Nomor 448/NK/X-XII.2/10/2011 dan Nomor 181/44/KUM/2011 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala maka dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara Pasal 10 ayat 1 dan 2, perlu dibentuk Tim Kerja;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a855);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11) ;

10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah  Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 Nomor 17);





M E M U T U S K A N :
	
Menetapkan	:
 
KESATU	:	Membentuk tim penyediaan data untuk pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

   KEDUA	:	Tugas tim kerja sebagaimana Diktum KESATU adalah mengusahakan keberlangsungan aplikasi dan ketersediaan data dalam sistem informasi untuk akses data keuangan pemerintah Kabupaten Barito Kuala yaitu :
1. Menyiapkan dan mengadakan infrastruktur pendukung akses data;
2. Menyiapkan data sesuai dengan data yang diperlukan dan jenis format data;
3. Melakukan ujicoba akses data secara online;
4. Melakukan implementasi akses data secara online sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
5. Melakukan evaluasi dan penyelesaian masalah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan akses data;
6. Melakukan kegiatan lain dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan akses data;
7. Melaporkan hasil perumusan dan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan tim kepada Bupati Barito Kuala.

     KETIGA	:	Tim kerja berhak menerima honor tim setiap bulan atas tugas yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang analisa standar belanja.

     KEEMPAT	:	Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016. 

[bookmark: OLE_LINK1]KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

	            Ditetapkan di Marabahan
            pada tanggal 2 Agustus 2016
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Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
                  Nomor 188.45/277 /KUM 2016
                  Tanggal 2 Agustus 2016     

SUSUNAN ANGGOTA TIM KERJA
PENYEDIAAN DATA UNTUK PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA OLEH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016
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NAMA/NIP
	
JABATAN

	
JABATAN DALAM TIM

	
1.

2.


3.


4.




5.



6.


7.

	
H. Hasanuddin Murad, SH

Ir. Supriyono
NIP. 19590127 198503 1 009

Drs. H. Syahbana, M.Si
NIP. 19581011 199101 1 001

Sukeriah Hayani, SE
NIP. 19781006 200501 2 012



Aspianoor, SE
NIP. 19700504 200012 1 003


Anggara Pratama, SE
NIP. 19860206 200904 1 002

Achmad Nur Jadid, SE
NIP. 19800408 200904 1 005
	
Bupati Barito Kuala

Sekretaris Daerah


Kepala BPKAD


Kasubbid Pengendalian dan Pemeliharaan Aset Daerah Bidang Aset BPKAD

Kasubbag Program dan Keuangan Bidang Sekretariat BPKAD

Pelaksana Bidang Anggaran BPKAD

Pelaksana Bidang Akuntansi BPKAD

	
Pengarah

Penanggungjawab
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Anggota




Anggota



Anggota


Anggota
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11

13.

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun
2010 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/329/KUM/2012 tentang Pengguna

* Anggaran dan Bendahara Pengeluaran dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran
2013, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diMarabahan
Pada tanggal 1 Mei 2013

BUPATI BARITO KUALA,

AN

— .

H. HASANUDDIN MURAD




